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PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
STATISTISI MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kesalahan penulisan dalam

penyusunan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik

Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui

Penyesuaian/Inpassing maka perlu dilakukan
perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Pusat Statistik tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 26 Tahun
2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Fungsional Statistisi melalui

Penyesuaian/Inpassing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3683);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat Statistik;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 8);
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9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 697);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 26 Tahun 2016
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1692).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL STATISTISI MELALUI PENYESUAIAN/
INPASSING.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat
Statistik Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Satisitisi
melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1692) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:
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(1)

(2)

(3)

Pasal 4
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional
Statistisi berdasarkan angka kredit kumulatif untuk
Penyesuaian/Inpassing.
Angka kredit kumulatif untuk
Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional
Statistisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
PNS yang melaksanakan Penyesuaian/Inpassing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
d ke dalam Jabatan Fungsional Statistisi Terampil
maupun Statistisi Ahli akan diangkat sesuai dengan
pangkat dan jabatan terakhir yang didudukinya
dengan angka kredit terakhir yang diperoleh.
Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat
bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit 2 (dua) tahun setelah ditetapkan surat
keputusan  Penyesuaian/Inpassing PNS  yang
bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Statistisi

yang diduduki.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 2017

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SUHARIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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